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Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk merekonstruksi hukum wad’7 dalam Usul Fikih.
Rekonstruksi ini penting karena: mubyil dalam fikih tidak ditemukan dalam Usul
Fikih, rancunya definisi hukum wad’r dan fungsinya yang tidak sistimatis dalam
penjelasan Usul Fikih. Rekonstruksi hukum wad’7 dalam kajian ini terdiri dari: 1)
Penambahan hukum mubril sebagai hukum wad’z. Mubtil sebagai khitabullah yang
menetapkan sesuatu sebagai sebab batalnya perbuatan diperlukan dalam hukum wad 7
karena ia dibutuhkan dalam menjelaskan hukum perbuatan, ia bukan kebalikan dari
syarat dan khizab tentang mubril ditemukan dalam al-Qur’an, 2) Pendefenisian ulang
‘azimah sebagai khitabullah yang menetapkan sesuatu sebagai sebab khusus
berlakunya hukum umum dari hukum khusus, tambahan atas definisi awal. 3)
Pendefinisian ulang wad’7 secara implisit juga ekslusif sebagai khitabullah yang
menetapkan sesuatu sebagai faktor penentu atau ukuran bagi perbuatan mukalaf. 4)
Penyusunan ulang hukum wad’7 sesuai dengan fungsinya, yaitu dengan mengukur
hukum taklifi, ia harus dibagi kepada tiga bagian secara sistimatis, yakni: pra-
perbuatan (sabab-mani -rukhsah- ‘azimah), dalam perbuatan (syarz-mubyil) dan pasca-
perbuatan (sahih-batil).

Kata kunci: rekonstruksi, hukum wad 7, mubtil, kajian fikih, Usul Fikih.
Abstract

This study aims to reconstruct the wad'7 law in usil figh. This reconstruction is
important considering the facts: mubril which is always cited in figh, has no referrence
to usul figh, the ambiguity of wad7’s definition and its unsystematic function as
explained in usil figh. The reconstruction of wad 7 law in this article consisted of: 1)
adding mubril to wad 7 law. Mubyil, as a decree of Allah (khitabullah) which stipulates
something as the cause of the cancellation of acts, is required in law because it is
needed in explaining the law of acts, it is not the opposite of conditions (syarz), and
the decree (khitab) about mubril is found in the Qur’an; 2) ‘azimah should also be
determened as khitabullah, which stipulates something as a special reason for the
enactment of general law from special law, in addition to the initial definition. 3) the
wad 7 law should be defined implicitly and exclusively as khitabullah, assigned
something as determinant factor or measurement for mukallaf’s (legal subjects) deeds.
4) Restructuring of wad 7 law according to its function, i.e. by measuring taklifi law, it
must be divided into three parts systematically, namely: pre-acts (sabab-mani -
rukhsah-’azimah), in acts (syar-mubyil), and post-acts (sahih-batil).
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A. Pendahuluan

Hukum syarak terdiri dari dua
bagian utama, yakni hukum taklifi dan
hukum wad’7. Hukum taklifi adalah
tuntutan atau larangan perbuatan, se-
dangkan hukum wagd 7 adalah ketetapan
atau ukuran bagi tuntutan atau larangan
atau atas perbuatan tersebut. Karena itu,
hukum taklifi merupakan substansi dari
hukum syarak, dan hukum wad 7 meru-
pakan ketentuan berhubungan dengan
hukum raklifi tersebut. Sebagai substansi
dari hukum syarak, hukum taklifi selalu
mendapat perhatian dari literatur Usul
Fikih, dan tidak demikian dengan
hukum wad 7. Sebagian literatur Usul
Fikih tidak mengkaji hukum wad7.!
Bahkan pada awalnya, sebagian literatur
Usul Fikih tidak memasukkan al-wad
sebagai bagian dari hukum.?

Usul Fikih merupakan landasan
dari ilmu fikih. Karena itu, kajian-kajian
dalam fikih mengikuti kaidah-kaidah
yang ditetapkan dalam Usul Fikih.
Dalam mengkaji hukum perbuatan
mukalaf, Kkitab-kitab fikih biasanya
menjelaskan hukum asal dan rukun
perbuatan, sebagai bagian dari hukum
taklifi. Dari kajian hukum wad i, kitab-
kitab fikih menjelaskan sabab, mani",
syart dan rukhsahnya. Semua kajian di
atas memiliki rujukan kepada Usul
Fikih. Akan tetapi, lebih dari itu, fikih
juga biasanya memuat penjelasan
tentang mubril perbuatan mukalaf,
padahal mubyil tidak dikaji dalam Usul
Fikih.?

Mubril dalam kajian fikih telah
ada sejak masa-masa awal perkemba-
ngan fikih hingga masa modern, meski
dalam istilah yang berbeda. Literatur
fikin biasanya menggunakan istilah
nawagqid atau mufsid yang artinya sama
dengan mubyil. Imam Syafi'i menyerta-
kan sub-bab ma yunqid mash al-khuffain
(yang membatalkan mash al-khuffain),*
Imam Malik juga memasukkan sub-bab
“fi al-wudii’ min mass al-zakar” yang
isinya: “Qultu fahal yantaqidu wudii -
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uhu idza ghasala dubirahu famassa al-
syarja”’, juga Ibn Qudamah yang me-
nyertakan sub-bab nawdagqid al-taharah
al-sughra,’ dan ma yufsid al-sawm, atau
Ibn Bazz al-Kurdi yang juga memuat
sub-bab fas! fi nawagid al-wudii’,® atau
Wahbah Zuhaili, ° atau Yusri Sayyid
Muhammad. '° Kadangkala, mubyil atau
nawaqid atau mufsid tidak menjadi
kajian tersendiri dalam sub-bab tertentu
seperti al-Mawardi yang menjelaskan
bahwa makan pada saat salat menye-
babkan batalnya salat bila ia sadar, !
atau al-Syirbini yang menuliskan “tab-
tulu al-salat bi al-nutqi bi harfain,’” atau
al-Ghazali yang mengatakan “Yabrulu
al-tayammum bi ru’yat al-ma’i qabla al-
syuru’ fi al-salat”, 7 juga al-Nawawi
yang menulis “Yantaqid al-wudi’ bi
ahadi arba'ati umir, al-naqid al-
awwal...., al-nagid al-$ani...”."* Mubyil
dalam berbagai istilah ada dalam litera-
tur fikih klasik hingga modern.

Dalam hal ini, fikih harus
melampaui  Usul Fikih karena ia
bertujuan untuk menjelaskan hukum
syarak agar dapat dipraktikkan. Mubil
diperlukan agar perbuatan mukalaf yang
dituntut olen hukum syarak dapat
dilaksanakan dengan baik. Karena itu,
ushul  fikih  perlu  menambahkan
kajiannya tentang mubril. Mengingat
mubril adalah ketetapan  yang
berhubungan dengan perbuatan mukalaf,
maka ia dapat dikategorikan dalam
hukum wad’7. Untuk itu, hukum wad’®
dalam Usul Fikih harus direkonstruksi
agar dapat menjadi landasan yang
merespon kebutuhan ilmu fikih.

Kebutuhan terhadap rekonstruk-
si hukum wad 7 bertambah urgen karena
definisinya yang tidak akurat. Hukum
wad 7 selama ini didefinisikan sebagai
khizabullah yang menetapkan sesuatu
sebagai sabab, syart, mani" atas perbua-
tan mukalaf. Kadang kala didefinisikan
dengan lebih lengkap dengan menyerta-
kan rukhsah dan ‘azimah atau sahih dan
batil. Meskipun ada, hukum wad’7
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sangat jarang didefinisikan secara leng-
kap. Definisi seperti ini menyebabkan
hukum wad 7 lebih sempit dari cakupan-
nya (tidak implisit). Akan tetapi, bila
disebutkan secara lengkap dalam define-
sinya, maka hukum wad 7 akan kaku dan
menutup diri dari  pengembangan,
padahal hukum wad 7 berkembang dari
masa ke masa.'> Untuk itu, hukum wad 7
memerlukan pendefinisian ulang.

Selain dua hal di atas, hukum
wad 7 dengan mempertimbangkan fung-
sinya terhadap hukum taklifi juga perlu
disusun ulang dan dijelaskan kembali
agar ia lebih sistimatis dan lebih mudah
dipahami. Selama ini, susunan hukum
wad’7T yang terdiri sabab, syars, mani’,
‘azimah, rukhsah, sakih dan batil tidak
diketahui apakah memiliki  tujuan
khusus atau tidak.

Kebutuhan terhadap  mubil,
definisi yang tidak akurat, dan penyusu-
nan yang tidak sistimatis pada hukum
wad 7, melahirkan kebutuhan terhadap
rekonstruksi hukum wad 7.

B. Hukum Wad’r dalam Usul Fikih

Kata al-wad™ merupakan mas-
dar dari wada’a, dapat diartikan dengan
penurunan, penjatuhan, pukulan, pemal-
suan, atau rekayasa, pengarangan dan
peletakan.!'® Dalam definisi hukum sya-
rak, kata al-wad yang mewakili hukum
wad 7, berarti peletakan, yakni peletakan
sesuatu menjadi hukum syarak. Berbagai
literatur Usul Fikih berbahasa Indonesia
menerjemahkan al-wad’ dengan Kkata
“ketetapan”.

Dalam bahasa Indonesia, selain
makna “peletakan”, kata al-wad’ dalam
definisi  hukum juga bisa diartikan
dengan “tatakan”, yang dekat maknanya
dengan kata peletakan. Al-wad’ juga
dapat dimaknai dengan ukuran. Dengan
pemaknaan ini, maka dapat dipahami
bahwa hukum wad T merupakan tatakan
atau ukuran bagi hukum takiifi. Al-wad®
dapat dimaknai dengan tatakan dan
model selain karena maknanya dekat,

Rekonstruksi Hukum Wad 7
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juga fungsi hukum al-wad’7 adalah
tatakan dan ukuran bagi hukum taklifi.

Hukum wad 'z, bagian kedua dari
hukum syarak adalah titah tuhan yang
menjadikan atau menetapkan sesuatu
menjadi sebab atau syarat atau pengha-
lang bagi suatu perbuatan mukalaf. !
Definisi ini adalah definisi yang populer.
Mardani mendefinisikan hukum wad’7
dengan lebih lengkap sebagai khitabullah
yang menjadikan sesuatu sebagai sabab,
syart, mani', sihhat dan fasad.’*Dalam
definisi yang lebih rumit, hukum wad’t
juga didefinisikan sebagai tanda-tanda
yang ditetapkan Allah untuk tsubit
(validitas), intifa’ (Kketiadaan), nufidz
(keberlakuan) atau ilgha (ketidakberla-
kuan)."

Hukum wad’t merupakan uku-
ran atau cetakan bagi berlakunya hukum
taklifi. Agar sebuah perbuatan mukalaf
memiliki nilai hukum, maka perbuatan
tersebut harus diukur dengan hukum
wad 7. Singkatnya, hukum wad’t meru-
pakan ketetapan yang berhubungan
dengan hukum taklifi. Seorang mukalaf
baru diwajibkan salat apabila ada sebab
dituntutnya salat pada dirinya yakni
masuknya waktu salat. Seorang mukalaf,
tidak diwajibkan salat apabila sebabnya
belum ada yakni masuknya waktu salat.
Maka untuk melaksanakan salat yang
benar, mukalaf harus memenuhi Syarat-
nya yakni bersuci. Tuntutan salat tersebut
tidak akan berlaku bila pada diri mukalaf
terdapat penghalang seperti haid bagi
wanita.

Dalam Usul Fikih, hukum wad 't
terdiri dari: sebab (sabab), syarat (syary),
penghalang (mani’), rukhsah (keringa-
nan), ‘azimah (hukum yang tidak beru-
bah), sah (sakih) dan batal (baril atau
fasid). Sabab adalah sesuatu yang dijadi-
kan oleh Syariat sebagai tanda dan
mengkaitkan  keberadaan  musabbab
dengan keberadaanya.?’ Menurut ulama
usul, sebab merupakan sifat (kualitas)
yang jelas yang ditunjukkan oleh dalil
auditory sebagai pengenal bagi hukum
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syarak.?! Sebab merupakan sesuatu yang
menyebabkan munculnya hukum, dan
ketiadaannya menyebabkan ketiadaan
hukum. 2> Sederhananya, sabab atau
sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh
Allah melalui khitzabNya sebagai sebab
munculnya tuntutan (igtida’). Tanpa
adanya sebab maka tidak akan ada
tuntutan. Tuntutan salat tidak berlaku
dengan hilangnya sebab tuntutannya,
yakni masuknya waktu salat. Sebelum
datang waktu salat tidak berlaku tuntutan
salat bagi mukalaf. Artinya ketiadaan
sebab  meniadakan  tuntutan, dan
sebaliknya, keberadaan sebab menyebab-
kan munculnya tuntutan.

Dalam Usul Fikih, sabab
dikelompokkan kepada dua jenis, yakni:
sabab yang merupakan perbuatan muka-
laf, dan bukan merupakan perbuatan
mukalaf. Masuknya waktu salat yang
merupakan sebab munculnya tuntutan
salat bukan merupakan perbuatan
mukalaf, akan tetapi, membunuh dengan
sengaja merupakan sebab atas muncul-
nya tutuntan gisas pada pelakunya.??

Menurut Khallaf, sabab meru-
pakan ‘illah hukum, akan tetapi tidak
semua ‘illah merupakan sabab.?* Berbe-
da dengan al-Zuhayli yang menyatakan
bahwa setiap ilat merupakan sabab, akan
tetapi tidak semua sabab merupakan
ilat. >

Menurut  Usul Fikih, syar?
adalah sesuatu yang kesakihan suatu
hukum bergantung kepadanya, dan
bukan merupakan bagian dari sesuatu
tersebut. 2° Al-Zuhayli mengemukakan
definisi syarat menurut ulama usul
sebagai sifat yang jelas yang bergantung
padanya keberadaan hukum, atau dengan
kata lain sesuatu yang ketiadaannya
menyebabkan ketiadaan hukum dan
sebab.?’

Definisi seperti di atas rumit.
Karena itu, syarat harus didefinisikan
sebagai kondisi atau keadaan yang
bergantung kepadanya kesahikan perbua-
tan mukalaf. Sebagai keadaan atau
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kondisi maka syarat bukan merupakan
bagian dari perbuatan mukalaf. Agar
mudah dipahami, syars harus didefinisi-
kan sebagai kondisi atau keadaan yang
meliputi perbuatan mukalaf dari awal
hingga akhir perbuatan agar perbuatan
tersebut sah. Kondisi atau keadaan
perbuatan berhubungan dengan banyak
hal, yakni pelaku perbuatan (mukalaf),
tempat dilakukannya perbuatan dan
waktu perbuatan. Syars misalnya, suci
merupakan syarat mukalaf yang hendak
salat, tempat suci merupakan syarat
tempat dilaksanakannya salat, tepat pada
waktunya merupakan syarat waktu
dilaksanakannya salat. Sebagai sebuah
keadaan, maka kapanpun syarat tidak
terpenuhi maka perbuatan mukalaf telah
batal.

Meskipun terdapat persamaan
antara syarat dengan rukun, yakni kedua-
nya merupakan ukuran sah atau batalnya
suatu perbuatan mukalaf, keduanya
adalah hal yang berbeda. Rukun sendiri
merupakan bagian dari hukum taklifi,
karena ia merupakan bagian dari perbua-
tan mukalaf yang diperintahkan oleh
khizab. Sedangkan syarat bukan bagian
dari perbuatan tersebut. Selain itu, rukun
berakhir setelah ia dikerjakan dan
berlanjut kepada rukun selanjutnya.
Sedangkan syarat tidak berakhir hingga
berakhirnya perbuatan mukalaf.

Mani’ atau penghalang dalam
Usul Fikih pada umumnya didefinisikan
sebagai sesuatu yang keberadaannya
menyebabkan ketiadaan hukum atau
batalnya sebab. *® Mani’ merupakan
sebuah keadaan yang menyebabkan
tuntutan atau pembebanan hukum tidak
berlaku pada mukalaf, seperti hilangnya
tuntutan salat bagi wanita dalam keadaan
haid, atau hilangnya tuntutan berzakat
bagi mukalaf yang dalam keadaan
berhutang. Mukalaf yang padanya terda-
pat mani’ dengan sendirinya telah hilang
konsekuensi hukum atasnya.

Al-Zuhayli beranggapan bahwa
mani’ terdiri dari dua jenis, yakni penga-
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lang hukum dan penghalang sebab. %’
Mani’  hukum (penghalang hukum)
adalah sesuatu yang menyebabkan
tuntutan hukum tidak berlaku, seperti
membunuh pewaris yang menyebabkan
hilangnya tuntutan waris. Sedangkan
mani’ sabab (penghalang sebab) adalah
sesuatu  yang menyebabkan tidak
berlakunya sebab pada mukalaf, seperti
berhutang yang menyebabkan sabab
zakat yakni kepemilikan harta menjadi
hilang.

Rukhsah merupakan sesuatu
yang disyariatkan oleh Allah dari berba-
gai hukum dengan maksud memberikan
keringanan kepada mukalaf dalam
berbagai situasi dan kondisi Kkhusus.
Kebalikannya adalah ‘azimah, yakni
hukum umum yang disyariatkan sejak
semula oleh Allah yang tidak tertentu
pada suatu keadaan saja dan tidak khusus
untuk seorang mukalaf. **  Terdapat
perbedaan pendapat di kalangan ulama
tentang kedudukan ‘azimah dan rukhsah
sebagai wad 7, karena sebagian, seperti
Ibn Hajib, al-Amidi dan al-Syatibi
berpendapat keduanya adalah bagian dari
hukum raklifi, dengan alasan bahwa
‘azimah adalah iqtida’ (tuntutan), se-
dangkan rukhsah adalah takhyir (pili-
han). Sementara itu, ulama yang meng-
kategorikan keduanya sebagai bagian
dari hukum wad’i berasalan bahwa
rukhsah adalah istilah tentang khizab
Allah yang menjadikan sebuah keadaan
tertentu menjadi sebab adanya Kkeri-
nganan tuntutan bagi mukalaf. Sedang-
kan ‘azimah juga merupakan istilah
untuk keadaan umum yang menjadi
sebab berlakunya tuntutan asli bagi
mukalaf.’!

Di antara bentuk rukhsah
(keringanan) adalah pembolehan hal-hal
yang dilarang, pembolehan mening-
galkan kewajiban, pengesahan sebagian
perbuatan tanpa mengerjakan seluruh
rukun dan syaratnya. Ulama Hanafiyah
mengelompokan rukhsah ke dalam dua

Rekonstruksi Hukum Wad 7
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jenis, yakni: tarfih (keringanan) dan isgat
(pembatalan/pengguguran).®

Sedangkan sakih (sah) adalah
sebuah keadaan perbuatan yang telah
dipenuhi segala sesuatu yang diperlukan
padanya, yakni rukun dan syarat. *3
Khallaf mendefinisikan sah sebagai
timbulnya berbagai konsekuensi secara
syariyyah atas perbuatan tersebut. Akibat
dari perbuatan yang sah adalah hilangnya
kewajiban (bara’ah al-zimmah) tuntutan
pada diri mukalaf atas perbuatan
tersebut. ** Kebalikan dari sakih adalah
fasid atau baril (batal), yakni sebuah
keadaan di mana perbuatan tidak
terpenuhi  syarat dan  rukunnya.
Akibatnya adalah tidak ada konsekuensi
apapun dari perbuatan tersebut, atau
dianggap tidak pernah dilaksanakan.
Akan  tetapi, mazhab  Hanafiyah
membedakan antara bayil dan fasid. Baril
adalah  tidak  terpenuhinya  syarat
perbuatan, sementara fasid adalah tidak
terpenuhinya rukun pada perbuatan yang
merupakan bagian dari  perbuatan
tersebut.®

C. Mubril

Salah satu yang harus dibicarakan
dalam rekonstruksi hukum wad 7 adalah
keberadaan mubyil (rawaqid atau mufsid)
dalam kajian-kajian fikih, dan ketiada-
annya dalam Usul Fikih. Mubril selalu
muncul dalam kajian fikih  ketika
mengkaji hukum ibadah, seperti taharah,
salat, puasa dan haji. Lebih dari itu,
mubril juga sering muncul dalam kajian
muamalat seperti nikah, jual-beli dan
sebagainya.®

Dalam fikih, perbuatan mukalaf
biasanya dikaji melalui definisinya,
hukum taklifi dan hukum wad i-nya.
Bagian dari kajian hukum zaklifi seperti
hukum asalnya, rukun, dan dalil yang
mendukungnya. Bagian dari kajian
hukum wad' 7 adalah syarat, sabab, mani’
dan rukhsah. Kajian hukum asal, rukun,
syart, sabab, mani’, dan dalil yang
mendukungnya memiliki rujukan ke Usul
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Fikih. Akan tetapi kajian mubyil yang
selalu muncul dalam fikih tidak memiliki
rujukan kepada Usul Fikih. Usul Fikih
tidak mengkaji mubyil.

Pada hakikatnya, mubyil diperlu-
kan untuk menentukan sah atau tidaknya
sebuah perbuatan mukalaf. Mubyil dapat
didefinisikan sebagai sesuatu yang
menyebabkan batalnya sebuah perbuatan
hukum, atau sesuatu yang keberadaanya
menyebabkan batalnya perbuatan hukum
mukalaf. Dengan demikian, bila dikate-
gorikan kepada dua kelompok hukum,
mubzil merupakan bagian dari hukum
wad 7. Mengikuti definisi hukum dalam
Usul Fikih, maka mubtil dalam Usul
Fikin  harus didefinisikan  sebagai
khifabullah yang menetapkan sesuatu
menjadi penyebab batalnya sebuah
perbuatan hukum (khizabullah allait
yajal syay’an mubrilan i af’al al-
mukallaf).

Dengan  keberadaan  hukum
mubril dalam hukum wad 7, maka ukuran
sah atau batalnya perbuatan hukum
mukalaf diukur melalui tiga hal, yakni:
rukun, syarat dan mubyil. Sebuah perbua-
tan hukum mukalaf dapat dikatakan sah
bila: terpenuhi rukunnya, terpenuhi
syaratnya dan tidak ada mubril yang
menyertai perbuatan hukum tersebut.
Sebelumnya, kesahihan perbuatan muka-
laf diukur dengan dua ukuran: rukun dan
syarat. Dalam dua ukuran ini, mubil
dipahami dengan sebagai lawan dari
syarat, seperti yang dipahami oleh al-
Qarafi bahwa syarat salat adalah tark al-
af’al al-kasirah (tidak banyak berge-
rak),*’ atau syarat puasa adalah suci dari
haid.3®

Pemahaman terhadap  syarat,
bahwa kebalikannya dapat dipahami
sebagai mubyil menyebabkan ketiadaan
kajian mubril dalam hukum wad’z. Hal
ini menyebabkan ketiadaan kajian mubyil
dalam Usul Fikih. Akan tetapi untuk
perbuatan lain, mubril tidak bisa
dipahami sebagai lawan dari syarz. Untuk
perbuatan wuduk misalkan, yang mem-
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batalkanya adalah bersenggama. Akan
tetapi senggama bukan lawan dari syarat
wuduk yang terdiri dari: niat, air yang
suci mensucikan dan tertib.

Khitabullah yang menetapkan
sesuatu menjadi penyebab batalnya
perbuatan mukalaf dapat ditemukan
dalam Alquran, seperti QS 2:264 “ya
ayyuha alladzina amanu la tubtili
sadaqatikum bi al-manni wa al-adza
(wahai orang-orang Yyang beriman!
Jangan kalian batalkan sedekah kalian
dengan menyebut-nyebutnya dan menya-
kiti perasaan orang yang menerimanya)”.
Hukum wad 7 yang dapat dipahami dari
ayat ini adalah bahwa penyebutan dan
menyakiti perasaan orang yang mene-
rima merupakan mubyil bagi perbuatan
bersedekah. Bersedekah dengan adanya
kedua hal tersebut di atas menyebabkan
perbuatan itu batal. Mubril juga dapat
dilihat pada QS 24: 4 “wala tagbali
syahadatan lahum abadan (dan jangan
kalian terima persaksian mereka selama-
nya)” bahwa menuduh muhsanah berzina
tanpa 4 saksi merupakan mubyil bagi
persaksian. Perbuatan bersaksi dari
seseorang yang pernah  menuduh
muhsanah berzina tanpa ada empat saksi
adalah batal.

Karena itu, mubyil harus berdiri
sendiri agar hukum perbuatan mukalaf
dapat dijelaskan dengan lebih baik.
Kebutuhan terhadap mubyil sangat jelas
tergambar dalam  kitab-kitab  fikih,
khizabnya juga terdapat dalam al-Quran
dan ia tidak selamanya lawan dari syarat,
menunjukkan urgensi  kajian mubyil
dalam hukum wad 7 dalam Usul Fikih.

D. ‘4zimah

Selama ini, ‘azimah didefinisikan
keadaan umum yang menjadi sebab
berlakunya tuntutan asli bagi mukalaf*
atau hukum yang sejak semula disyariat-
kan Allah bagi mukalaf.*® Dalam definisi
lain, yang lebih rumit, ‘azimah diartikan
sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh
Allah sebagai dasar dari hukum umum
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yang tidak dikhususkan untuk suatu
keadaan tertentu juga tidak untuk
mukalaf tertentu.*! Definisi ini menjadi-
kan semua hukum yang tidak berlaku
rukhsah menjadi ‘azimah. Dengan demi-
kian, seluruh hukum taklifi pada dasar-
nya adalah ‘azimah. Karena itu, terdapat
perbedaan pendapat tentang kedudukan
‘azimah sebagai hukum taklifi atau
wad 7.%?

‘Azimah dengan definisi di atas
menyebabkan sulit untuk membedakan-
nya dari hukum taklifi.  Seluruh
khitabullah yang menutut atau melarang
perbuatan juga merupakan ‘azimah. Tun-
tutan dalam QS 2: 183 “kutiba “alaikum
al-siyam (diwajibkan atas kamu ber-
puasa) ’, adalah ‘azimah karena berlaku
untuk umum dalam keadaan umum. Bila
demikian, ‘azimah tidak berbeda dengan
hukum asal, seperti didefinisikan oleh al-
Zarkasyl. ¥ Bila ia hukum asal maka
tidak akan ada perbedaan pendapat
bahwa ‘azimah adalah hukum zaklifi.
Akan tetapi ‘azimah tidak disebut
sebagai hukum asal, dan umumnya
dikategorikan sebagai hukum wad 7.

Selain itu, ‘azimah lebih luas dari
itu. ‘Azimah juga berarti keadaan khusus
yang menyebabkan kembalinya hukum
khusus kepada hukum asal. Contoh
‘azimah dalam definisi ini ditemukan
dalam QS 24: 4-5 “wallazina yarmiina
al-muhsanat  Summa lam ya’ti = bi
arba’ati syuhada’ fajlidithum Samanina
jaldat wa la@ tagbalii lahum syahdadat
abada. Ula’ika hum al-fasiqin. Illa
allazina tabii min ba di zalika wa aslahi
fa inna allah ghafirun rahim (dan
mereka yang menuduh muhsanat lalu
tidak dapat menghadirkan empat saksi,
maka deralah mereka 80 dera dan jangan
terima persaksian mereka selamanya.
Mereka adalah orang-orang fasiq.
Kecuali mereka yang bertobat dan
memperbaiki diri, maka sesungguhnya
Allah maha pengampun dan penya-
yang)”. Dari ayat ini dapat dipahami
bahwa hukum asal menerima persaksian
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mukalaf adalah mubah. Akan tetapi
karena penuduhan tanpa saksi maka
hukum menerima perksaksian penuduh
adalah haram. Meskipun demikian, bila
penuduh bertaubat dan memperbaiki diri,
maka hukum menerima persaksian
mereka dikembalikan kepada hukum
asal, mubah. Bertaubat dan memperbaiki
diri menjadi sebab kembalinya hukum
khusus kepada hukum asal, disebut
sebagai ‘azimah. Demikian juga pada QS
24: 59 “wa idza balaga al-atfal minkum
al-hulm fal yastazini kama ista’zana
alladzina min gablikum (apabila anak-
anak kalian telah sampai umur maka
hendaklah  mereka  meminta izin
sebagaimana orang-orang sebelum kamu
meminta izin). Dalam ayat ini, dan ayat
sebelumnya terkandung bahwa mukalaf
harus meminta izin ketika hendak
bertemu orang lain di waktu-waktu
privat. Harus meminta izin adalah hukum
asal. Ada pengecualian bagi anak-anak di
mana ketika hendak bertemu orang lain,
anak-anak tidak harus meminta izin.
Akan tetapi, bila anak-anak telah dewasa,
maka ia juga harus meminta izin.
Keadaan dewasa menyebabkan berlaku-
nya hukum asal (meminta izin) dari
hukum khusus. Keadaan dewasa ini
disebut ‘azimah.

E. Pendefinisian Ulang dan
Penyusunan Ulang Hukum Wad ‘7
Dalam definisi awalnya, hukum
syarak diartikan sebagai khizabulliah al-
muta’alliq bi af’al al-mukalafm iqtida’an
aw wad an. Dalam mendefinisikan
hukum wad 7, ia dirinci menjadi khiza-
bullah yang menjadikan sesuatu sebagai
sabab, mani® dan syart bagi perbuatan
mukalaf. ** Definisi ini cukup populer
mengingat sebagian literatur hanya
memasukkan 3 hukum sebagai hukum
wad 7.*’ Dalam definisi yang lebih rinci,
hukum wad’7 didefinisikan sebagai
khifabullah yang menjadikan sesuatu
sebagai sabab, mani’, syart, rukhsah,
‘azimah, sah atau batalnya perbuatan
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mukalaf. *® Definisi hukum wad’i yang
lengkap seperti ini tidak populer dan
jarang ditemukan. Meskipun hukum
wad 7 didefinisikan sebagai khitabullah
yang menjadikan sesuatu sebagai sabab,
mani’ dan syars, dalam kenyataanya
dalam kajian hukum wad’7, rukhsah,
‘azimah, sahth dan batil selalu dikaji,
akan tetapi tidak masuk dalam definisi.
Akibatnya definisinya lebih sedikit dari
isinya, yang menyebabkan definsinya
tidak implisit.*’

Bisa saja hukum wad 7 didefini-
sikan secara lengkap dengan menyebut
seluruh bagiannya dari sabab hingga
batil. Akan tetapi, definisi ini cukup
panjang dan menjadikan hukum wad’t
rigid dan tidak berkembang. Padahal
sangat mungkin ada ketetapan lain yang
berhubungan dengan perbuatan mukalaf
yang tidak sesuai dengan hukum wad’7
yang ada saat ini, seperti mubyil. Hukum
wad’T berkembang, mengingat kategori-
sasinya dilakukan oleh ulama.

Untuk itu, agar definisinya
terbuka, tapi juga ekslusif sekaligus
implisit, maka hukum wad’t harus
didefinisikan  lebih  umum  sebagai
khitabullah yang menetapkan sesuatu
menjadi penentu bagi perbuatan mukalaf,
atau  khitabullah yang menetapkan
sesuatu sebagai ukuran bagi perbuatan
mukalaf. Dengan definisi ini, maka
segala hukum vyang pada dasarnya
merupakan faktor penentu bagi perbuatan
mukalaf dapat dikategorikan sebagai
hukum wad’z, tanpa harus merubah
definisinya.

Selain itu, selama ini, hukum
wad’t disusun dengan sabab, syarz,
mani’, ‘azimah, rukhsah, sahih dan
batil *® Sebagian literatur menyusunnya
dengan sabab, mani’, syart, ‘azimah,
rukhsah, sahih dan batil. Kedua susunan
ini paling mudah ditemukan dalam Usul
Fikih. Dalam penjelasan hukum wad 7,
sabab selalu menempati urutan pertama.
Hal ini dapat dipahami karena sabab
merupakan tanda keberadaan hukum
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taklifi,  ketiadaannya  menyebabkan
ketiadaan hukum taklifi. Setelahnya,
kadang kala mani’ menempati urutan
kedua. Hal ini dapat dipahami mengingat
ia memiliki hubungan erat dengan sabab,
karena salah fungsi dari mani® adalah
membatalkan sabab sebagaimana ia
didefinisikan. 4 Bila mani’ menempati
urutan kedua, maka syars menempati
urutan selanjutnya, atau sebaliknya. Lalu
selanjutnya  selalu  ‘azimah-rukhsah
menempati  urutan  berikutnya. Dua
hukum ini selalu berpasangan, karena
keduanya mengukur hal yang sama,
yakni keadaan apakah normal atau tidak,
umum atau khusus. Bila sebuah tuntutan
tidak berlaku ‘azimah, maka ia pasi
berlaku rukhsah. Dua hukum yang selalu
menempati posisi terakhir adalah sahih
dan baril. Hal ini mudah dipahami
demikian, mengingat keduanya merupa-
kan ukuran yang konsekuensinya adalah
selesainya perbuatan hukum  yang
dicerminkan oleh bara ah al-zimmah bila
perbuatan hukum tersebut sakih atau
mengulang  bila perbuatan  hukum
tersebut baril.

Agar dapat dipahami lebih
mudah, hukum wad 7 juga harus disusun
ulang berdasarkan fungsinya terhadap
hukum raklifi atau terhadap perbuatan
mukalaf. Sebagai ukuran atau faktor
penentu, hukum wad’7 dapat dikate-
gorikan kepada tiga kelompok, yakni:
ukuran pra pelaksanaan, ukuran dalam
pelaksanaan dan ukuran pasca pelaksana-
an perbuatan.

Sabab, mani’, rukhsah dan
‘azimah merupakan ukuran dan faktor
penentu  pra-pelaksanaan  perbuatan
hukum. Khifab QS 2: 183 “kutiba
‘alaikum al-siyam” menentukan bahwa
mukalaf wajib berpuasa dalam bulan
Ramadhan. Sebelum melakukan perbua-
tan puasa, tuntutan zjagb di atas harus
diukur atau ditentukan terlebih dahulu
oleh dua hukum, yakni sabab dan mani’.
Tuntutan 7iab di atas tidak berlaku
kecuali telah ada sabab yang ditentukan
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dalam QS 2: 185 “fa man syahida
minkum al-syahra fal yasumhu, yakni
datangnya bulan Ramadhan. Meskipun
telah ada khizab zjab, hukum sabab juga
telah ada, tuntutan tersebut masih harus
diukur dan ditentukan oleh satu hukum
lain, yakni mani. Dengan adanya mani’
seperti berhaid bagi perempuan, maka
tuntutan berpuasa Ramadhan tersebut
menjadi tidak wajib. Dengan adanya
iqtida’ disertai dengan sabab dan
ketiadaan  mani’, barulah  tuntutan
perbuatan diukur atau ditentukan oleh
dua hukum lainnya, yakni rukhsah dan
‘azimah. Sebelum melaksanakan
perbuatan puasa, mukalaf menentukan
apakah ia berada dalam keadaan rukhsah
hingga ia bolen melaksanakan puasa
tersebut pada hari yang lain atau dalam
keadaan ‘azimah hingga ia harus
melaksanakan puasa tersebut saat itu
juga. Artinya, kedua hukum ini
menentukan apakah tuntutan puasa
tersebut dilakukan dalam keadaan umum
(‘azimah) atau kKhusus (rukhsah).

Dalam pelaksanaannya, perbua-
tan hukum diukur dan ditentukan oleh
dua hukum, vyakni: syars dan mubril.
Setelah iqtida’ melewati empat hukum
tersebut (sabab, mani’, rukhsah dan
‘azimah) barulah tuntutan perbuatan
hukum dapat dilaksanakan. Dalam
melaksanakannya, seorang mukalaf harus
mengikuti syars dan menjauhi mubil.
Dalam berpuasa, misalkan, mukalaf
harus berniat (syarf) dan tidak berhubu-
ngan badan (mubril).

Pasca  pelaksanaan, maka
perbuatan hukum tersebut diukur dengan
dua hukum, yakni sakhih atau baril. Bila
dalam melaksanakan perbuatan, mukalaf
mengikuti rukun, syarat dan tidak
terdapat mubyil dalam pelaksanaannya,
maka perbuatan hukumnya sahik (sah)
yang berakibat lepasnya tuntutan hukum
dari dirinya (bara’ah al-Zimmah). Dalam
contoh puasa, bila mukalaf berpuasa
dengan mengikuti rukun puasa, menjaga
syaratnya dan menjauhi mubrilnya, maka
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puasanya sakih hingga tuntutan puasa
pada hari itu lepas darinya. Sebaliknya,
bila perbuatan hukum dilaksanakan
dengan tidak berpedoman pada rukun,
atau ada syarat yang tertinggal atau
terdapat mubyil dalam pelaksanaannya,
maka perbuatan tersebut baril, yang
berakibat tuntutan puasa belum lepas dari
dirinya.

Susunan hukum wad’7 yang
populer selama ini, yang terdiri dari:
sabab, syart, mani’, rukhsah, ‘azimah,
sahih, baril atau sabab, syars, mani®
‘azimah, rukhsah, sahih dan batil, harus
dirubah menjadi: sabab, mani’, ‘azimah,
rukhsah (pra perbuatan), syarz, mubyil
(dalam perbuatan) dan sahih, batil (pasca
perbuatan).

Susunan ini, pra-perbuatan,
dalam perbuatan dan pasca perbuatan
menjadikan hukum wad’7 lebih praktis
dalam mengukur perbuatan mukalaf.
Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah
semua hukum wad 7 telah sesuai dengan
kategorinya baik pra-perbuatan atau
dalam perbuatan maupun pasca perbua-
tan. Kritik terkait hal tersebut mungkin
muncul pada hukum rukhsah yang
merupakan hukum pra-perbuatan, pada-
hal ada kemungkinan ia berlaku dalam
perbuatan. Misalkan, seseorang Yyang
salat dalam keadaan ‘azimah mengharus-
kannya salat dalam keadaan berdiri.
Akan tetapi, di tengah pelaksanaan salat,
salah satu kakinya lumpuh, maka pada
saat itu berlaku baginya hukum rukhsah,
dimana ia dapat melakukan salat dalam
keadaan khusus yakni dengan keadaan
duduk atau berbaring. Meskipun demiki-
an, pada umumnya, penentuan ‘azimah
atau rukhsah terjadi sebelum perbuatan,
dengan alasan tersebut, maka ia dikate-
gorikan sebagai hukum pra-perbuatan.

Sedangkan syars selalu berada
dalam perbuatan, karena ia harus didefi-
nisikan sebagai kondisi, atau sifat
(kualitas atau washf) menurut Zuhayli,>
yang meliputi perbuatan mukalaf selama
pelaksanaannya dari awal hingga akhir.
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Kapan saja kondisi ini tidak terpenuhi,
maka perbuatan menjadi tidak valid.
Syart bukan merupakan bagian dari
perbuatan hukum yang sedang dikerja-
kan, bahkan ia bukan perbuatan sama
sekali, melainkan kondisi. Karena itu,
wuduk bukan syarz salat. Yang menjadi
syart salat dalam hubungannya dengan
wuduk adalah tujuan dari wuduk itu
sendiri yakni suci dari hadas. Hal ini bisa
dibuktikan dengan sahnya berbagai salat
dengan sekali wuduk, atau digantinya
wuduk dengan tayammum atau mandi
janabah dalam keadaan tertentu sebelum
melaksanakan salat. Yang menjadi syarz
salat adalah keadaan suci seorang
mukalaf sejak ia berdiri hingga ia
mengucapkan salam dalam salat.
Demikian halnya dengan mubyil.
Pada umumnya, ia dipahami sebagai
kebalikan dari syarz, seperti yang
dipahami oleh al-Qarafi bahwa syarat
salat adalah tark al-af’al al-kasirah
(tidak banyak bergerak), ! atau syarat
puasa adalah suci dari haid.’*> Akan tetapi
mubyil harus berdiri sendiri karena dua
alasan: pertama, ia tidak selalu lawan
dari syarz. Dalam bertayamum misalkan,
syarmnya adalah: debu yang bersih,
berniat, terusap seluruh bagian wajah dan
tangan. Tidak ada dari syar tayamum
berhubungan  dengan  air.  Yang
berhubungan dengan air adalah sabab-
nya yakni “telah masuk waktu salat
dalam keadaan ketiadaan air”. Akan
tetapi tidak ada yang membantah bahwa
tayamum menjadi batal ketika mukalaf
melihat air. Ketika seorang mukalaf
sedang melakukan tayamum, dan saat itu
juga ia melihat air, maka tayamumnya
menjadi batal. Melihat air adalah mubyil
bagi tayamum, padahal ia bukan
kebalikan dari syarz. Kedua, istilah dan
kajian mubril selalu muncul dalam fikih
ketika membahas ibadah--seperti
ditunjukkan pada halaman sebelumnya--
dan dipisahkan dari istilah dan kajian
syart. Untuk merespon fikih, maka Usul
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Fikih sebagai rujukan fikih harus
menambahkan istilah dan kajian mubril.

Mubril berhubungan erat dengan
dengan baril. Keberadaan mubyil dalam
perbuatan memastikan perbuatan tersebut
baril. Akan tetapi ketiadaannya tidak
memastikan perbuatan menjadi sahih,
karena ukuran sahih lebih luas dari
ketiadaan mubyil, karena masih harus
diukur dengan syart.

F. Penutup

Rekonstruksi  hukum  wad’7
dalam tulisan ini dimulai dengan
penambahan hukum mubyil sebagai
bagian dari hukum wad 7. Mubyil adalah
khitabullah yang menjadikan sesuatu
sebagai penyebab batalnya perbuatan
mukalaf. Mubyil perlukan dalam hukum
wad’t mengingat: kajian-kajian fikih
selalu memuat mubyil, sedangkan Usul
Fikih tidak, ia berbeda dari kebalikan
syarat dan rukun, terdapat khizab yang
menetapkan sesuatu sebagai mubril.

Sedangkan ‘azimah  yang
merupakan khitabullah yang menjadikan
sesuatu sebagai sebab berlakunya hukum
umum atau hukum asal juga mengan-
dung sebab khusus yang membatalkan
keberlakuan hukum khusus dan mengem-
balikannya ke hukum asal.

Hukum wad 7 harus didefinisi-
kan sebagai khitabullah yang menjadikan
sesuatu sebagai faktor pengukur atau
penentu bagi hukum taklifi. Definisi yang
lama harus ditinggalkan karena ia tidak
implisit. Hukum wad 7 juga tidak bisa
didefinisikan dengan menyebut seluruh
bagiannya karena akan menyebabkannya
kaku dan sulit untuk berkembang.

Hukum wad’7 sesuai dengan
fungsinya sebagai ukuran bagi hukum
taklifi harus disusun kepada tiga bagian,
yakni: pra-perbuatan yang terdiri dari
sabab, mani’, rukssah dan ‘azimah;
dalam perbuatan yang terdiri dari syart
dan mubyil, dan pasca perbuatan yakni
sahth dan batil.
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